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PUTUSAN
Nomor 2215/Pdt.G/2019/PA.Smd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Balikpapan, 13 Juni 1981, umur 39
tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga,
pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kota Samarinda,

selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Kutai, 24 Juli 1974, umur 45 tahun,
agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat

kediaman di Kota Samarinda, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Nopember
2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2215/Pdt.G/2019/PA.Smd, tanggal
20 Nopember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah,
menikah pada tanggal 05 Desember 2001, dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Sangata, Kabupaten Kutai sebagaimana tercatat dalam Kutipan
Akta Nikah Nomor : 012/12/1/2002 tanggal 02 Januari 2002;
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2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Kutai selama
1 tahun 6 bulan, kemudian berpindah dan terakhir pindah ke
rumah sewaan di Kabupaten Kutai selama 5 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
telah dikaruniai 3 anak orang bernama:

a. ANAK [, lahir di Samarinda tanggal 05 Januari 2004

b. ANAK Il, lahir di Samarinda tanggal 13 April 2008

c. ANAK I, lahir di Balikpapan tanggal 20 September 2010
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat
dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut
dikarenakan Tergugat menjalin hubungan istimewa dengan
perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari
kecurigaan Penggugat karena Tergugat tidak mengizinkan
Penggugat untuk memegang handphone Tergugat, dan
perempuan tersebut selalu saja menelepon Tergugat, hal
tersebutlah yang akhirnya sering membuat Penggugat dan
Tergugat bertengkar hingga akhirnya Tergugat meninggalkan
Penggugat di saat Penggugat sedang hamil;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati
Tergugat, namun Tergugat tidak ada itikad baiknya untuk
menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Penggugat;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun
2010, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah
sewaan dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat
tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan
suami istri yang sah;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2
2215/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan
perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat
mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang
amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Deddy bin
Syaiful Anwar), terhadap Penggugat (Ary Juniati binti
Kamandoko);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua
biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang
menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan
resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 2215/Pdt.G/2019/PA.Smd.
tanggal 25 Nopember 2019 dan tanggal 03 Desember 2019 yang dibacakan
di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena
adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian
antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha
menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah
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tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan

gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sangatta, Kabupaten Kutai, Nomor:
012/12/1/2002, tanggal 02 Januari 2002, yang isinya menerangkan telah
terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta
bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan

dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Balikpapan, di bawah sumpah

saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik
kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama
1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan
di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2009 yang lalu,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah
tangganya yang tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena
Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga

memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
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- Bahwa saat ini Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal,

sejak bulan Januari 2010 yang lalu, dan sampai sekarang tidak
pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun

kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

2. SAKSI Il, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Samarinda, di bawah sumpah

saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik
kandung saksi, sedang Tergugat adalah suami Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga tinggal di rumah sewaan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama
1 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah sewaan
di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 bulan;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
3 (tiga) orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat
tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juni 2009 yang lalu,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Penggugat pernah cerita dengan saksi masalah rumah
tangganya yang tidak harmonis lagi;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena
Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga
memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tegugat telah berpisah tempat tinggal,
sejak bulan Januari 2010 yang lalu, dan sampai sekarang tidak
pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar rukun

kembali bersama Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi

dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap
pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya
perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan
Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7
ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak
pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah
berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina
rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir
di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan
yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir
dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya
Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan
Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan
hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan
yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara
perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang
saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya,
yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan

mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga
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Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak
bulan Januari 2010 yang lalu, maka secara formal keterangan para saksi
tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal,
sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk
bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum
karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fighiyah dalam Kitab Figh
Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim sebagai berikut:

i Loy Lo ol ol a9l cassl Il

wllai ol Le) Jo=u Loglinl o 8 uiunll plg> ano

aills Goiolall lgallay 3iu>g §upill uola)l oo
pgin Yl e j=meg il cus Il ask

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadaratan
dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat
dengan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
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Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Deddy bin Syaiful
Anwar), terhadap Penggugat (Ary Juniati binti Kamandoko);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi,
bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami, H. M. Asy’ari,
S.Ag, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan
H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.l. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-
Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

H. M. Asy’ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
H. Burhanuddin, S.H., M.H. H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.l.
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Proses Rp 50.000,00
- Pemanggilan Rp225.000,00

- PNBP Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00
- Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 9
2215/Pdt.G/2019/PA.Smd

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



